
BERITA bAI:RAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: ii fAHUN 2008

PERATURAN SUPAn MAJALENGKA

NOMeR 21 fAHUN ioos

TENTANG

PENjABARAN PERTANGGlJNGjAWAsAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH KABUPATEN

MAJALENGKATAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHtviAf TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka NOn1or 11 Tahuh 2008 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2007, maka
sebagai rihcian tebih lanjut dati PertangguhgjaWabafl Pelaksaflaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Penjabaran
Peftanggungjawaban PelakSanaan Aliggatan Peiidapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2007;
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Mengingat ~
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-r;>aerahKabupaten Dal~1)1Ung~ungan Propinsi Djaw~
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupateti Subarig aerigati Metigubah Uriaatig-Uriaatig Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten
Dalam Ungkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Un~ang.Nomor 12 Tahun 1~~~ ten~ng Pajak.Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomoi' 12 Tilt'li.in 1994 fenfang PerLioanan fltas Ufldang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan tembaran Negara 'RepublikIndonesia Nomor 3569);.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Ui1aaiig-Uiiifaiig Noiiior 18 ThfiUn 1997 teiitaiig Pajak Daerafi
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
!:iak A~s Ianah ~.a_n~~ngunafl. CLemb~ran, Negara R~publik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
PerUoatlan Afas Undang-Undang Nomoi' 21 TiitlUn 1997 fenfang
BeaPerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
LembaranNegara Repubfik Indonesia Nomor 3988);
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5. Undang-Undang NomoI' 28 TahUn 1999 teritang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran. Negara RepubliR InClOnesii:l
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan :(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ne~ara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahari
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembimgunanNasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); .

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nombr 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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12. Undang-Undang Noni6f 33 Tahun 2004 tentang Perimbi!ulgan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 20(H tentang Retdbusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protok.olet dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
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18. Peraturan Pemerintah NomoI" 24 Tahun 2005 tentarig StanCJaf
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45(3);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran Negara Republik Im:lonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesaia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasionai Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembaiian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan APBDTahun Anggaran 2007;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengeioiaan" Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004
tentang Rencana Stratejik Daerah (Renstrada) Kabupaten
Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2007 Nomor 1, Seri A);

32. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2007 Nomor 15);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUnlSKAN 7



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG
PENlABARAN PERTANGGUNGlAVVABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANlA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasall

Laporan reaiisasi anggaran tahun anggaran 2007 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. PendapatanAsli Daerah Rp. 46.020.646.259,00
b. Dana Perimbangan Rp.682.539.224.157,OO
c. Lain-lain Pendapatanyang Sah Rp. 68.199.435.717.00

Jumlah Pendapatan Rp. 796.759.306.133,00

2. Belanja
a. BelanjaTidak Langsung

Rp. 72.199.098.712,00
Rp. 112.375.036.669,00
Rp.201.555.244.177.00
Rp.386.129.379.558,OO

Rp. 808.033.721.367,00
Rp. (11.274.415.234,00)

Jufliliih BeUlhja

Surplusj(Defisit)

1) Belanja Pegawai Rp. 360.304.065.419,00
2) Beianja Subsidi Rp. 2.573.750.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 18.332.101.500,00
4) Belanja Bagi hasil Rp. 179.791.950,00
5) Beianja bantuan Keuangan Rp. 40.164.970.940,00
6) BelanjaTidak Terduga Rp. 349.662.000,00

Jumlah BelanjaTidak Langsung Rp.421.904.341.809,OO

b. Beianja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barangdan Jasa
3) Beianja modal

Jumlah Belanja Langsung

3. Pembiayaan 8



3. Pembiayaan
a. Pembiayaan Penerimaan
b. Pembiayaan Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp.47.435.512.140,OO
Rp. 5.000.000.000,00
Rp.42.435.512.140,00

SisaJebih penggunaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 31.161.096.345,00

Pisal2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal3
Ringkasan iaporan reaiisasi anggaran sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal4
Penjabaran iaporan reaiisasi anggaran sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasai 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
KabupatenMajalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 September 2008

BUPAn MAJALENGKA,

CAP{TTD

Diundangkan di Majalengka TUlTY HAYATI ANWAR
Pada t~gal 25 September 2008

Pit. SEK ARIS DAERAH
KABUP N M~ALENGKA,

HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008
NOMOR 21
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